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PIMPINAN DPRD KABUPATIEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGATLI

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATIEN BATANG

NOMOR : 172.1/2  TAHUN 2019
TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAIIAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

Loa.

: 1.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 180/2 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Batang, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam
Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan
Daerah tanggal 15 Maret 2019, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Sesuai
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan  Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah
Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Retribusi Daerah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SESUAI HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.

Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Batang untuk
dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi
Peraturan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA DPRD UPATEN BATANG
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